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  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

  5. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5135; 

  6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763); 
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  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

Memperhatikan  : 1. 

 

 

 

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 

November 2016, Perihal Implementasi Reformasi 

Birokrasi pada Lingkungan KPU; 

  2. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-

SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, 

perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan 

Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

  3. Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 370/PW.02-SD/Ins/VIII/2018, 

tanggal 20 Agustus 2018, perihal Penyelenggaraan 

SPIP dan Kartu Kendali SPIP; 

    MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kuningan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun 

dan menerima laporan dari masing-masing subbagian, 

berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan 








	43e549f6e3d07053621514f0fe33948b7e1d8ef35b50a7dba58f1b4e5bdd051f.pdf
	45b602c3dac3e898b4faceb1040f7985d1fea68f64c54343b7fda1aeb2892e54.pdf
	97b403f7174d05ff4300bdf979583205dfa182c1a1a202118dd83a558b350ad5.pdf
	5df81fab5c849ea3cf7b9b51a21129e5beeb81135c21c92752c8fbc53029b667.pdf


	b4be63c397dede6cd0e293ee4733d19819f7d2d2c1ecb5c394e9c34932fe9190.pdf
	43e549f6e3d07053621514f0fe33948b7e1d8ef35b50a7dba58f1b4e5bdd051f.pdf
	b4be63c397dede6cd0e293ee4733d19819f7d2d2c1ecb5c394e9c34932fe9190.pdf

